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1.

BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
Kebutuhan atas manfaat memiliki NPWP tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.
Dengan demikian, kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP
tidak membuat tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP
meningkat.
Kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki
NPWP. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemudahan
bagi WP dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi pula
tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.
Sanksi pajak bagi WP tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan
demikian, sanksi pajak bagi WP tidak membuat tingkat
kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP meningkat. Hal ini
berarti ketegasan sanksi tidak efektif untuk diterapkan karena
sanksi tidak membuat pemilik PGS untuk patuh dalam memiliki
NPWP.
Persepsi WP tentang pajak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan
demikian, persepsi WP terhadap pajak yang buruk akan

101



102

berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan WPOP untuk
memiliki NPWP karena mereka enggan untuk membayar pajak

jika tidak digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitan
ini memiliki topik yang sangat sensitif bagi pemilik toko PGS,
sehingga cukup banyak yang menolak untuk mengisi kuesioner.

5.3 Saran
Beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan sesuai
dengan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi  penelitian  selanjutnya, diharapkan  melakukan
pengembangan dengan menggunakan faktor-faktor lain seperti
faktor pengetahuan terhadap sanksi pajak, untuk membuktikan
tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.

2. Bagi pemerintah, perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan
edukasi mengenai manfaat memiliki NPWP sehingga WP dapat
memahami dengan jelas manfaat dari memiliki NPWP selain itu,
pemerintah sebaiknya memperbaiki persepsi yang buruk
mengenai perpajakan di Indonesia dengan melaksanakan
tugasnya didasarkan pada kejujuran dan keteguhan terhadap
nilai-nilai dan prinsip yang dianut, sehingga masyarakat percaya

bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan negara.
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